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Abstrak
 

Kerjasama antara bank dengan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menjadi hal yang biasa saat ini.

Melalui akta yang dibuat oleh Notaris/PPAT diharapkan dapat melindungi kepentingan bank dan

nasabahnya. Namun kemudian muncul sejumlah persoalan di lapangan mengenai tanggung jawab

Notaris/PPAT dalam melakukan pengikatan agunan yang berada diluar wilayah kerjanya. Apalagi ketika

objek yang menjadi agunan kemudian hilang saat proses pendaftaran pembebanan hak tanggungan di kantor

pertanahan. Riset ini membahas mengenai analisis tentang tanggung jawab Notaris/PPAT utamanya dalam

kasus hilangnya sertipikat hak milik yang sedang dalam proses pendaftaran hak tanggungan yang diproses

oleh Notaris/PPAT. Selain itu, juga membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

dalam hal terjadi kasus nyata dilapangan. Penelitian yuridis normatif ini menggunakan pendekatan

perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis

secara kualitatif. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu tidak tepat jika Notaris/PPAT diminta untuk

bertanggungjawab terkait sertipikat yang menjadi objek hak tanggungan hilang saat proses pendaftaran hak

tanggungan di kantor pertanahan, dikarenakan sertipikat tidak sedang berada dalam penguasaan

Notaris/PPAT. Oleh karena itu, maka apabila putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa Notaris RR dan

Bank M telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait sertipikat yang menjadi objek hak tanggungan

hilang saat proses pendaftaran hak tanggungan menjadi tidak adil, sebab seharusnya Majelis Hakim

mempertimbangkan bahwa hilangnya sertipikat yang menjadi agunan sedang dalam penguasaan siapa.

......Cooperation between banks and notaries/ Land Deed Officials (PPAT) is common nowadays.  Through a

deed made by a notary/PPAT, it is expected to protect the interests of the bank and its customers.  However,

several problems emerged in the field regarding the responsibilities of a notary/PPAT in binding collateral

outside their working area.  Especially when the object that became collateral is lost during the registration

process for encumbrance of mortgages at the land office.  This research aims to analyze the responsibilities

of a notary/PPAT mainly in the case of the loss of a certificate of ownership that is in the process of

registering mortgage rights which are processed by a notary/PPAT.  This normative juridical research uses a

statutory approach and a case approach.  The secondary data obtained were then analyzed qualitatively.  The

results obtained from this study are not appropriate if the notary/PPAT is held accountable for the certificate

which is the object of the mortgage is lost during the mortgage registration process at the land office because

the certificate is not in the possession of the notary/PPAT. According to that reason, it is not appropriate for

the Decision of the Board of Judges to establish that the Notary Public RR and the bank have committed an

offense relating to the mortgage certificate lost during the mortgage procedure. Therefore, the judges must

consider the explanations of other parties related to the loss of the certificate.
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